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Abstrak 

Globalisasi merupakan perkembangan dunia yang tidak bisa terelakkan lagi. Setiap warga negara 

harus siap menghadapi era globalisasi ini begitu juga anak. Ada banyak aspek positif yang dapat 

dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menunjang tumbuh kembang dan belajar mereka, akan tetapi 

banyak juga aspek negatif yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, sangatlah relevan apabila putusan 

hakim menetapkan pemberian tindakan-tindakan humanis sebagai bentuk penghargaan dan 

pelindungan harkat dan martabat anak pelaku tindak pidana. Aturan hukum tentang perlindungan anak 

di era globalisasi ini sudah ditetapkan, oleh karena itu penegakan hukumnya harus humanis didukung 

dengan peran orang tua, masyarakat, sekolah, pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang layak 

terhadap perkembangan jiwa anak. Hukum humanis merupakan hukum yang menjunjung tinggi 

perlindungan harkat dan martabat manusia. Pendekatan hukum humanis dalam penyelesaian perkara 

anak pelaku tindak pidana perlu digunakan karena UU SPPA sebagai instrumen hukum penyelesaian 

perkara anak dalam praktiknya belum mampu mengatasi permasalahan anak pelaku tindak pidana. 

Penegakan hukum yang humanis terhadap anak pelaku tindak pidana akan memberikan kenyamanan 

dan ketenteraman serta melindungi anak dari rasa takut. 

 

Kata Kunci: Anak, Globalisasi, Hukum Humanis 

 

Abstract 

Globalization is an inevitable development of the world. Every citizen must be ready to face this era 

of globalization as well as children. Many positive aspects can be used by children to support their 

growth and development and learning, but there are also many negative aspects that must be watched 

out for. Therefore, it is very relevant if the judge's decision stipulates that the provision of humanist 

actions is a form of appreciation and protection of the dignity of the child who is the perpetrator of a 

crime. Legal rules regarding child protection in this era of globalization have been established, 

therefore law enforcement must be humanist, supported by the roles of parents, communities, schools, 

government to create a proper environment for children's mental development. 
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A. Pendahuluan 

Kehadiran seorang anak merupakan anugerah bagi orangtua dan negara.
1
 Tidak satupun 

orangtua menghendaki anaknya melakukan perbuatan tidak terpuji. Tentu menjadi harapan 

semua orangtua agar anaknya menjadi manusia yang baik dan bermanfaat.
2
 Namun dalam 

pergaulannya, anak tak luput dari pengaruh teman sepermainan dan lingkungan sekitarnya.
3
 

Teman sepermainan dan lingkungan dapat membentuk dua jenis kepribadian anak, yakni 

kepribadian baik dan kepribadian buruk.
4
 Manakala anak hidup dalam lingkungan yang 

buruk, maka anak cenderung melakukan perbuatan menyimpang dan bertentangan dengan 
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hukum. Dengan demikian teramat penting untuk memberikan perlindungan khusus kepada 

anak. 

Upaya perlindungan anak di Indonesia telah melalui tahapan panjang dan dinamis.
5
 

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

(UU SPPA) merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam memberikan 

perlindungan kepada anak. UU SPPA bias dikatakan instrumen hukum perlindungan anak 

yang hampir sempurna. UU SPPA tidak hanya mengakomodir kepentingan anak korban, 

namun juga mengakomodir kepentingan anak pelaku tindak pidana. Walaupun Indonesia 

telah mempunyai instrumen hukum perlindungan anak, namun dalam tataran aplikasinya 

belum efektif dalam menyelesaikan perkara anak pelaku tindak pidana.
6
 Asas kepentingan 

terbaik bagi anak yang dianut oleh SPPA nampaknya hanya sebatas slogan saja. Realitanya 

sistem peradilan pidana anak selama ini masih berorientasi pada pembalasan dan belum 

efektif dalam memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana. Data Dirjen 

Pemasyarakatan Kemenkumham RI menunjukkan pada tahun 2019 terdapat 2.756 orang anak 

pidana yang tersebar di 33 Kanwil Kemenkumham RI. Selanjutnya data Badan Peradilan 

Umum Mahkamah Agung menunjukkan ada 22.730 perkara pidana anak pada wilayah 

hukum Pengadilan Tinggi sejak tahun 2015-2018. Sedangkan tuntutan terhadap anak pelaku 

tindak pidana masih didominasi oleh tuntutan pidana penjara.
7
 

Anak yang melakukan tindak pidana di proses dengan mekanisme yang berbeda dengan 

orang dewasa.
8
 Hal ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma peradilan pidana 

yang berpotensi mengganggu tumbuh kembangnya. Berkaitan dengan hal ini, Menurut Bagir 

Manan, anak yang sedang menjalani proses peradilan pidana diperlakukan seperti orang 

dewasa kecil. Seluruh proses penanganan perkaranya sama dengan penanganan perkara orang 

dewasa, yang berbeda hanyalah mekanisme persidangannya saja.
9
 Proses peradilan yang 

demikian akan mengkebiri hak-hak anak sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat 

seutuhnya. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab 

harus diamalkan dalam setiap penyelesaian persoalan,
10

 termasuk penyelesaian perkara 

pidana anak. Oleh karena itu, sangatlah relevan apabila putusan hakim menetapkan 

pemberian tindakan-tindakan humanis sebagai bentuk penghargaan dan pelindungan harkat 

dan martabat anak pelaku tindak pidana. Akan tetapi realitanya tidaklah demikian, 

berdasarkan fakta empiris yang diuraiakan di atas, anak pelaku tindak pidana tidak 

memperoleh tindakan humanis namun malah dipenjara. Mengingat perlindungan anak adalah 

tanggungjawab negara,
11

 maka dipandang perlu dilakukan penelitian tentang penyelesaian 

perkara anak pelaku tindak pidana melalui pendekatan hukum humanis. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, pokok permasalahan yang menjadi 

obyek kajian dalam penelitian ini meliputi: 
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1) Bagaimana potret penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana saat ini? 

2) Bagaimana model penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana melalui pendekatan 

hukum humanis? 

 

C. Pembahasan 

1) Potret Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Saat Ini 

Penyelesaian perkara anak pada prinsipnya harus semaksimal mungkin menghindarkan 

dari pemidanaan khususnya perampasan kemerdekaan.
12

 Hal lain yang membedakan 

penyelesaian perkara anak dengan orang dewasa ialah hukuman yang diberikan setengah dari 

hukuman orang dewasa.
13

 Sanksi bagi anak pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 71 

sampai Pasal 81 UU SPPA. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagi 

anak terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam 

lembaga, dan pidana penjara. Selain itu anak pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi 

pidana tambahan yang berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan 

pemenuhan kewajiban adat.
14

 Selain sanksi pidana, UU SPPA juga mengatur sanksi tindakan 

bagi anak pelaku tindak pidana, yang meliputi tindakan pengembalian kepada orangtua, 

penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, mengikuti 

pendidikan formal, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana. 

Mengenai sanksi bagi anak pelaku tindak pidana, sanksi tindakan lebih prospektif 

diterapkan. Sanksi tindakan selaras dengan prinsip penyelesaian perkara pidana anak yakni 

kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan restoratif.
15

 Selain itu sanksi tindakan lebih 

potensial dalam mencegah stigma peradilan pidana,
16

 mengurangi beban lembaga 

pemasyarakatan, mengurangi beban anggaran negara, dan melindungi masa depan anak 

sebagai seorang yang masih labil emosi dan pemikirannya. Selanjutnya sanksi tindakan 

berorientasi pada pembinaan dan perlindungan masyarakat,
17

 sehingga selaras dengan prinsip 

hukum humanis. Sanksi semacam ini lebih prospektif diterapkan untuk memperbaiki akibat 

yang ditimbulkan oleh tindak pidana tanpa mengesampingkan harkat dan martabat anak. 

Berkaitan dengan penelitian ini, untuk mengetahui potret penyelesaian perkara anak berikut 

ini disajikan keadaan perkara pidana anak pada seluruh pengadilan negeri di Provinsi 

Lampung. 

Tabel 1. Keadaan Perkara Pidana Anak Pada Seluruh Pengadilan Negeri Di Provinsi 

Lampung 2019 

No Nama Pengadilan 

Sisa 

Perkara 

2018 

Perkara 

Masuk 

Perkara 

yang 

Putus 

Sisa 

Perkara 

2019 

Penyelesaian 

Perkara (%) 

1. 
Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang 
0 93 93 0 100,00 

2. Pengadilan Negeri 1 17 18 0 100,00 
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Metro 

3. 
Pengadilan Negeri 

Kotabumi 
0 28 25 3 100,00 

4. 
Pengadilan Negeri 

Kalianda 
0 27 27 0 100,00 

5. Pengadilan Negeri Liwa 0 15 14 1 93,33 

6. 
Pengadilan Negeri 

Menggala 
2 20 21 1 95,45 

7. 
Pengadilan Negeri 

Gunung Sugih 
0 33 33 0 100,00 

8. 
Pengadilan Negeri 

Sukadana 
0 30 30 0 100,00 

9. 
Pengadilan Negeri 

Blambangan Umpu 
0 20 20 0 100,00 

10. 
Pengadilan Negeri Kota 

Agung 
1 35 36 0 100,00 

11. 
Pengadilan Negeri 

Gedong Tataan 
0 14 13 1 93,00 

TOTAL 4 332 330 6 997,234 

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas, jumlah perkara pidana khusus anak yang masuk pada 11 

pengadilan negeri di Provinsi Lampung tahun 2019 berjumlah 332 perkara. Dari 332 perkara 

yang masuk tersebut, terdapat 330 perkara pidana khusus anak yang diputus. Perihal 

kebijakan pemidanaan terhadap anak, idealnya sanksi ditentukan berdasarkan sifat, 

karakteristik, dan perbuatannya.
18

 Sebelum menjatuhkan putusan, hakim juga wajib 

memperhatikan keadaan dan kebutuhan anak.
19

 Pertimbangan hakim mengenai keadaan dan 

kebutuhan anak sangat diperlukan agar putusan yang dikenakan tidak mengganggu tumbuh 

kembang anak. Namun dalam praktinya penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana 

belum menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penyelesaian perkara anak selama ini 

masih berorientasi pada pembalasan karena putusan hakim masih didominasi oleh pidana 

penjara. 

Tabel 2. Putusan Hakim pada Perkara Pidana Anak di Provinsi Lampung  

No 
Pengadilan 

Negeri 

Putusan Pidana dan 

Tindakan 
Periode 

Pidana Tindakan 

1. Tanjung Karang 403 21 1 
2015-November 

2020 

2. Metro 49 17 1 
2015-September 

2020 

3. Kotabumi 108 17 2 2015-Oktober 2020 

4. Kalianda 183 9 1 2015-Oktober 2020 

5. Liwa 41 0 0 2015-Oktober 2020 

6. Menggala 126 2 1 2015-Oktober 2020 

7. Gunung Sugih 161 13 1 2015-Oktober 2020 

8. Sukadana 217 8 1 
2015-November 

2020 
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9. 
Blambangan 

Umpu 
106 2 0 

2015-November 

2020 

10. Kota Agung 156 4 2 
2015-November 

2020 

11. Gedong Tataan 47 0 0 2018-Oktober 2020 

TOTAL 1.597 93 10  

Sumber: Diolah dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Masing-Masing 

Pengadilan 

Berdasarkan uraian di atas, sistem sanksi yang berlaku bagi anak pelaku tindak pidana 

menunjukkan pengabaian prinsip fundamental perlindungan anak yakni kepentingan terbaik 

bagi anak (the best interest of child). UU SPPA telah menganut prinsip ini dan 

mengakomodirnya dengan sistem sanksi double track system. Prinsip ini bermakna bahwa 

sanksi pidana bukanlah sanksi tunggal dalam penyelesaian perkara anak, namun sanksi 

tindakan dapat pula diterapkan secara bersamaan dengan sanksi pidana. Penggunaan prinsip 

double track system dalam penyelesaian perkara anak salah satu simbol bahwa UU SPPA 

tidak hanya menghendaki penghukuman semata, namun juga mengedepankan dan 

melindungi harkat dan martabat anak. Walaupun demikian, dalam praktiknya sanksi pidana 

khususnya penjara masih menjadi primadona,
20

 sedangkan sanksi tindakan nampaknya hanya 

sebatas sanksi pelengkap saja.
21

 

 

2) Model Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan 

Hukum Humanis 

Berdasarkan istilah, humanis berasal dari kata human yang berarti manusia.
22

 Oleh 

karena itu, hukum humanis dikatakan sebagai hukum yang menjadikan manusia dan 

kemanusiaan sebagai pusat perhatiannya. Esensi manusia sendiri telah diungkapkan oleh 

beberapa pakar antara lain Plato dan Platinos, Epikurus dan Lukretius, serta Deskrates. 

Mengenai hakikat manusia, Plato dan Platinos berpandangan bahwa manusia adalah mahluk 

ilahi. Epikurus dan Lukretius berpendapat bahwa manusia adalah mahluk yang tidak abadi 

dan berumur pendek. Sedangkan Deskrates berpendapat bahwa manusia merupakan mahluk 

yang mempunyai kebebasan yang mirip dengan Tuhan. Pendapat Deskrates ini bertentangan 

dengan pendapat Voltaire yang meyakini bahwa manusia hampir sama dengan binatang.
23

 

Berdasarkan pandangan beberapa ahli tersebut, humanisme merupakan salah satu aliran 

filsafat yang memandang manusia sebagai mahluk yang bermartabat dan berbudi pekerti 

luhur.
24

 Paham humanisme menempatkan manusia dalam kedudukan yang sejajar sebagai 

mahluk Tuhan yang berharkat dan bermartabat.
25
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Humanisme merupakan pandangan hidup yang memfokuskan perhatiannya pada harkat 

dan martabat manusia.
26

 Oleh karena itulah tulisan ini menggunakan istilah hukum humanis, 

yakni hukum yang berparadigma kemanusiaan. Sebagai produk sosial, hukum berorientasi 

pada manusia dan bertujuan memanusiakan manusia.
27

 Sebagai mahluk yang berpotensi 

membahayakan manusia lainnya, maka hukum mempunyai peranan penting untuk menjaga 

agar manusia tidak saling menyerang. Pada tataran human level, agar hukum dapat dijadikan 

sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara hukum harus memenuhi postulat 

berikut ini:
28

 

a. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai mahluk Tuhan (Human dignity as 

Imago Dei). TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 jo TAP MPR No. I/MPR. 2003 tentang 

Empat Puluh Butir Pengamalan Pancasila sebagai cita hukum Indonesia; 

b. Menggunakan hati nurani dalam berhukum guna melindungi kaum lemah dan rentan. 

Dalam paradigma rule and text based, hukum positif merupakan alat untuk melegitimasi 

suatu perbuatan atau memberikan kepastian hukum pada perbuatan tersebut.
29

 Namun 

hukum humanis tidaklah demikian, berdasarkan paradigm hukum humanis kepastian 

hukum tidak hanya meliputi kepastian normatif, namun hukum harus dapat memberikan 

kepastian hukum yang berkeadilan; 

c. Keadilan versi Pancasila, yakni keadilan yang dijiwai oleg hakikat kemanusiaan dalam 

kehidupan bernegara, hubungan antar manusia, dan hubungam manusia dengan Tuhan;
30

 

d. Hukum tidak lagi berorientasi pada keadilan substantif semata, namun hukum bersifat 

responsif dan antisipatif untuk melayani kebutuhan manusia. 

Hukum dapat dikatakan humanis apabila telah memenuhi empat standar di atas. Dalam 

tataran aplikasi, keempat postulat hukum humanis tersbut dicantumkan dalam asas dan tujuan 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan penyelesaian perkara anak 

pelaku tindak pidana, UU SPPA telah memenuhi beberapa standar hukum humanis yang 

tercermin dalam beberapa ketentuan berikut ini: 

a. Dalam dasar menimbangnya, UU SPPA menyebutkan bahwa bahwa anak merupakan 

amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai 

manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan 

pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan. 

b. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas pelindungan, keadilan, 

nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, 

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, 

proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan 

penghindaran pembalasan.
31

 

c. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh keadilan di muka 

pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk 

umum. 

d. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. 

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga 

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian 
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yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan 

pembalasan. 

e. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan 

perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk 

tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi 

keadilan dan kemanusiaan. 

Berdasarkan uraian di atas, sejauh ini UU SPPA telah mengadopsi karakter hukum 

humanis dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana. Namun dengan semakin 

berkembangnya kehidupan manusia maka tindak pidana yang dilakukan anak akan semakin 

kompleks dan bervariasi. Dalam rangka memprediksi dan mengantisipasi terjadinya tindak 

pidana anak yang baru di masa mendatang, maka diusulkan model penyelesaian perkara 

pidana anak melalui pendekatan humanis sebagai berikut: 

a. Terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, sanksi pidananya ditambah dengan 

kewajiban merawat fasilitas umum seperti panti rehabilitasi berdasarkan standar yang 

ditentukan pemerintah; 

b. Terhadap anak pelaku tindak pidana radikalisme dan terorisme, dikenakan sanksi pidana 

dan sanksi tindakan berupa pembinaan ideologi; 

c. Terhadap anak pelaku tindak pidana cyber crime, dapat dikenakan sanksi tindakan berupa 

bimbingan penggunaan media sosial yang baik dan bijak; 

d. Terhadap anak pelaku tindak pidana lingkungan hidup, maka diterapkan penegakan 

hukum berwawasan ekokrasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi sumber daya 

alam, dan menjaga ketersediaan sumber daya alam di masa mendatang; 

e. Guna mencegah dan meminimalisir kejahatan anak di masa mendatang, maka perlu 

membentuk pusat bimbingan khusus bagi mantan narapidana anak; 

f. Sekalipun anak harus dikenakan sanksi pidana, maka pidana penjara bukanlah sanksi 

yang tepat. Anak harus diberikan sanksi pidana yang bersifat edukatif. Pemberian sanksi 

yang bersifat edukatif harus menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan 

sanksi, seperti menempatkan anak pada sekolah khusus yang dapat menempatkan anak 

sebagai seorang individu yang harus mendapat bimbingan baik secara moral maupun 

intelektual, pondok pesantren bagi yang beragama islam atau balai latihan kerja bagi anak 

yang sudah menjelang dewasa, dan ketika si anak telah selesai menjalani 

pertanggungjawaban tindakannya mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat 

karena tidak ada label sebagai pelaku tindak pidana. 

 

D. Kesimpulan 

Hukum humanis merupakan hukum yang menjunjung tinggi perlindungan harkat dan 

martabat manusia. Pendekatan hukum humanis dalam penyelesaian perkara anak pelaku 

tindak pidana perlu digunakan karena UU SPPA sebagai instrumen hukum penyelesaian 

perkara anak dalam praktiknya belum mampu mengatasi permasalahan anak pelaku tindak 

pidana. Penegakan hukum yang humanis terhadap anak pelaku tindak pidana akan 

memberikan kenyamanan dan ketenteraman serta melindungi anak dari rasa takut. Adapun 

model penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana melalui pendekatan hukum humanis 

yaitu sanksi perawatan lembaga rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, 

pembinaan ideologi bagi anak pelaku tindak pidana radikalisme dan terorisme, bimbingan 

penggunaan media sosial bagi anak pelaku tindak pidana cyber crime, sanksi berwawasam 

ekokrasi bagi anak pelaku tindak pidana lingkungan hidup, pembentukan pusat bimbingan 

khusus bagi mantan narapidana anak, dan pemberian sanksi yang bersifat edukatif. 
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